
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2026 - PERUBAHAN KELIMA 

2026 

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 24, BD 2026/NO. 10, 5 HLM. 

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN 

KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENT-ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026 

 

Abstrak : - Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah serta pemenuhan belanja wajib yang harus 

dialokasikan secara memadai, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 

Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026; 

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun 2025 Nomor 6); 

21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui 

Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 

2022 Nomor 82); 

22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas 

Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 22); 

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah 

sebagai berikut: 



1. Penyesuaian pendapatan daerah berkurang sebesar 

Rp87.678.493.000,00 dari semula Rp1.838.576.525.658,00 

sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi 

Rp1.750.898.032.658,00; 

2. Perubahan rincian belanja daerah menjadi 

Rp1.797.898.032.658,00 yang meliputi Belanja Operasi (Rp1,39 

triliun), Belanja Modal (Rp243,53 miliar), Belanja Tidak Terduga 

(Rp3,00 miliar), dan Belanja Transfer (Rp161,20 miliar); 

3. Ketentuan pembiayaan daerah neto sebesar 

Rp47.000.000.000,00 (Penerimaan Pembiayaan Rp125 miliar 

dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Rp78 miliar), sehingga 

SiLPA setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00; 

4. Daftar 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan 

yang mengalami perubahan penjabaran anggaran belanja untuk 

menjamin kelancaran pemerintahan dan pemenuhan belanja 

wajib; 

5. Perubahan rincian dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran 

IIIb (termasuk daftar penerima hibah barang/jasa peternakan 

dan pendidikan) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2026 dan 

diundangkan pada tanggal 29 Juni 2026 

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sambas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Perbup Sambas Nomor 22 Tahun 2026. 

 


